BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terciptanya sebuah negara tidak terlepas dari tiga syarat utama, yakni
adanya rakyat, tersedianya wilayah, serta pemerintahan yang berdaulat.
Sebagai salah satu elemen penting, pemerintah berperan lebih jauh dari hanya
sekadar syarat pembentukan negara, melainkan juga menjadi tolak ukur maju
tidaknya sebuah negara karena berperan mengelola sumber daya alam hingga
menjamin Kkesejahteraan rakyat. Kelancaran dan keberhasilan dalam
pelaksanaan tugas pemerintahan niscaya tergantung pada kualitas Aparatus
Sipil Negara (ASN). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,
ASN adalah profesi seseorang yang bekerja dalam instansi pemerintahan.
ASN terbagi menjadi 2 yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai Negeri Sipil atau yang
biasa dikenal dengan PNS yakni pegawai ASN yang diresmikan sebagai
pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan mempunyai homor

induk yang nasional.

Ruang lingkup penugasan Pegawai Negeri Sipil terdiri atas Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota,

Kementerian, serta Lembaga. Selain sebagai pelaksana kebijakan publik,



Pegawai Negeri Sipil juga berfungsi sebagai membantu masyakarat serta

merekatkan dan mempersatukan bangsa.

Berdasarkan fungsi diatas, Pegawai Negeri Sipil diminta mampu
menjadi pelayan masyarakat yang memiliki sifat-sifat luhur, seperti disiplin,
inovatif, kreatif, dan dapat bekerja sama. Salah satu lembaga tempat bekerja
ASN adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(BKKN) yang bekerja untuk mengendalikan populasi penduduk dan
menyelenggarakan program nasional keluarga terencana. Sebagai salah satu
lembaga pemerintahan, Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di BKKN tentunya
juga harus memiliki sifat dan sikap yang diharapkan ada pada diri seorang

Pegawai Negeri Sipil salah satunya adalah disiplin.

BKKBN sebagai salah satu lembaga pemerintahan, juga menerapkan
kedisiplinan untuk para pegawai di lingkungan kantor, seperti jam masuk dan
pulang kantor, ketentuan izin tidak hadir, ketentuan berpakaian, hingga tata
tertib administrasi. Pada saat penulis melakukan penelitian, penulis melihat
bahwa tata tertib yang telah dibuat oleh BKKBN belum ditaati sepenuhnya
oleh pegawai negeri sipil, seperti masuk kantor terlambat dari yang
seharusnya masuk kantor pukul 08.00 tetapi pegawai baru masuk kantor pada
jam 08.30, pulang kerja lebih awal dari yang seharusnya pukul 17.00, tetapi
pegawai seringkali pulang pada pukul 15.00, keluar kantor pada saat jam kerja

seringkali pada jam setelah istirahat yaitu pukul 14.00 dan penulis juga



melihat bahwa kurangnya sanksi yang diberikan oleh pimpinan apabila ada

seorang pegawai yang melanggar tata tertib kedisiplinan.

B. Perumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan,

penulis akan mengangkat permasalahan, sebagai berikut:

a.

Bagaimana disiplin kerja pegawai negeri sipil pada Biro Kepegawaian
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional?

Permasalahan apa yang hadir pada pelaksanaan disiplin kerja pegawai
pada Biro Kepegawaian Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan

a.

Mengetahui bagaimana disiplin kerja pegawai negeri sipil pada Biro
Kepegawaian Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional.

Mengetahui permasalahan apa saja yang hadir pada disiplin kerja
pegawai negeri sipil pada Biro Kepegawaian Badan Kependudukan

dan Keluarga Berencana Nasional



b.

Manfaat Penulisan

a) Bagi Penulis

1

Sebagai persyaratan untuk dapat lulus dari Program Studi D3
Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Univeristas Negeri
Jakarta.
Menjadi salah satu ketentuan untuk memperoleh gelar Ahli
Madya.

Memperoleh pemahaman mengenai disiplin kerjapada perusahaan.

b) Bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

1

Karya ilmiah ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk
mengatasi masalah disiplin kerja pada Biro Kepegawaian Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Karya ilmiah ini juga diharapkan menjadi referensi dalam

pelaksanaan tata tertib di lingkungan BKKBN di masa yang akan

datang.



